
3. Undang-.Jndang Nome>: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraluran Perundang-Undangan (l.ernbaran Negara Repcblik 

Indonesia Tahun 2011 Nomo, 82, Tambahan Leml>aran 

Negara Nomor 5234 ): 

1. yndang-Undang Nomor 14 Tat,un 1950 temang Pembentuklln 
Daerah-daerah Ka~upaten Da,am Lmgkungan Prop,ns, J~"a 
Barat (Serita Negara Tahun 1950) 

2. Undang.undang Nomor 28 T ah,,., 2009 tent;,a3 Fa;a~ Oae,"h 

dan Retribusi Daerah(lembaran Nagara Republrk ln1ones,a 

Tahun 2009 Nomor 28); 

Mengingat 

b. bahwa atas dasar pertirnbanqan scbagaimaua O n,oii\sud µada 
huruf a tcrsebut di alas. perlu diletapkan dengan Peraluran 
Bupati tentang Pembenlukan Unit Pelaksana Teknis Oinas 
Pendataan dan Pena91han PaJak Daerah 

Menimbang • a. bahwa dengan telah drtetapkannya Peraturan Oaerah 
Kabupaten Bekasi Nomor 8 T ahun 2014 1en1ang Orgamsast 
Perangkal Daerah Kabuoaten Bekasi, yang c,antaranya 
mengatur tentang kelembagaan Dinas Pendapatan Daerah. 
maka ie,bih lanJut dalam meiaksanakan teknis operasional 
sebagian tugas Pendalaar, dan Penag1han Paµ,~ Daerah pcrlu 
dibentuk Unit Pelaksana T eknis Donas: 

TENT ANG 
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 
PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH 

PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BEKASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAl1A ESA 
BUPATI BEKASI, 

NOMOR 

PERATURAN BUPATI BEKASI 



10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 T ahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bckasi (Lembaron 

Oaerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6); 

8. Perauran Menteri Oalam Negen Nomor 57 Tahun 2007 tentang 

Petunjuk Teknis Penataan Orgamsasi Perangkat Oaerah 
sebagaimana te•ah dnrbah dengan Peraturan Manten Dal.am 
Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisas, Perangkat 

Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tehun 2001 

teOtang Penataan, Pembentuka,1 dan Penataan Kecamatan d; 
Kabupaten Bekas, (Lemt>aran Daeran l<abupaten Beltasi 

Tahun 2001 Nomor12 Seri D); 

7 Peraturan Pemenntah Nomor 41 Tahon 2007 tentaog 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubik 

Indonesia Tahun 2007 Norncr 89. Tambahan tembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

6. Peraturan Pemenntah Nomo, ia Tahun 2007 tentan;i 

Pembagian \Jrusan Pemenntahan Antara Pemenntah. 

Pemerintahan Daeran Provins: dan Pemenntal"lan Oaera., 

Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Repubtik lncfooesia T ahun 

2007 Nomor 82, T ambahan Lembaran tlegara Repubtik 

Indonesia Nomor 4737), 

~ Un<lang-Undaog Nomo< 5 Tahun 2014 :en·a-,g Aparatur Sip• 
Negara (ASNl (Le111baran Negara Republil< lr>dooesia 
Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Repcbl1k 
Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemenntaJ-an 

Daerah (Lembaran Negara Republik lndOne$ia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahsn Lembaran Nagara Repubik Indonesia 

Nomor 5339); 



7 Kepa!a UPTD Penaataan dan Penag,han P8)a~ Daerah adalah Kepala UPTD 
Pendataan dan Penag;1,an Pajak Oaeran pada Dmas Pendapatan Oaerah 
Kabupaten Bekasi ; 

3 Bupati adalah Bupati Bekas:; 

4 Dmas adalah Dinas Peodapatan Oaerah Kabuoaten Bekasr 

5 Kepaia Dinas , ~.;:lah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bei<asi· 

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas 1dalah Unit Petaksana Teknis Oinas Pendalaan 
dan Penagihan Pajak Oaerah pada Oinas Pendapatan Daeran Kabupaten 
Bekasi; 

• Oaerah adalah Kabupaten Bekasi 

2 Pemerintah Daerah adatah Pemerintah Kabupaten Bekas, 

Cta!am Peraruran mi yang dimaksud dengan : 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PasaJ 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT 

PELAKSANA TEKNIS OINAS PENOATAAN DAN PENAGIHAN 
PAJAK OAERAH PAOA DINAS PENOAPATAN DAERAH 

KABUPATEN BEKASI 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

12.PP.raturan Oaerah Kabupaten Be~asi Nomor 8 Tahun 201~ 
tentang Organrsas1 Perangkat Oaerah Kabupaten Be.!<asi 

(Lembaran Oaerah Kabupaten Bekasi Tahun 201~ Nomor 8), 

11 Peraturan Daera1' 1<aDuoa:en Bekasi Nomor I Tahu~ 201 • 
tentang Paiak Oaeran seDa,ia,mana tetan d1ubah dengan 
Peratura, Daera'1 Kabupaten Bekasi Nomo< 7 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peratvran Daerah Nomo, 1 tahun 
2011 tentang PaJak Oaetah (Lembaq1n Daerah Kabup.r.ten 

Bekasi Tahun 2012 Noll'or 7); 



t, UPTD Pcndataan. dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah II meloput, ,.,;:ayah 

ke~a: 
1. Kecamatan Cikarang Utara 
2. Kecamatan 'Karang Baha9ia 
3. Kecamatan Cikarang Timur 
4. Kecamatan Kedung Waringin 

5. Kecamatan Pebayuran 
6 Kecamatan Sukakarya 
7. Kecamatan Sukatani 

8. Kecametan Cabang Bungin 

2. Kecamatan Tarumajaya 

3. Kecamatan Sukawangi 

4 Kecamatan Tambelang 

5 Kecamatan Tambun utara 

6. Kecamatan Tambun Selatan 

7. Kecamatan Cib~ung 

8. Kecamatan Muara Gembong 

a UPTO Pendataan dan Penagihan Pajak Oaerah Wiayah I mer.poti wilayah ~eqa· 

1 Kecamatan Babelan 

~ngan Peraturan Bupati ini dibentuk Umt Pelal<sana T eknis Oinas (UPTD) 

Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daeraf Kabupaten 

Sekasi. yang terdiri dan : 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasa:2 

'i) Kegiatan teknis periunjang adalah tugas untuk rnelaksanakan keg1atan untuk 

mendukung pelaksanaan tuqas organ1sas1 mCvknya 

F Kdompolit Jab:at:an Fu.ngsl003; a6a1ah i(e-Ompo,-· Pegawa, Negen Srp,I yang 

o,beri tugas wewenang dan ha\< S<>cara penun oleh peiabat yang be/Weoang 
untiJk melaksanakan Keg1atan se&i..ai dengan ~eat:lian dan keterampilamya 

dalam upaya mendukung kelancarsn tu~as pokok organisasi 

g Kag1atan teknis operasiona1 adalah tugas untuk metaxsanskan k.egtatan tekr.,s 
yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyara.kat. 



UPTO Pendataan dan Penagihan Pa1ak Daerah mernpunya, tugas po~ok 
melaksanakan sebagian kegiatan teknis cperasonai dan/atau teknis penunjang 
Pandataan dan Penagihan Pajak Oaerah berdasarkan kebqakan Bupati Bekas, yang 
menjadi kewenangan Oinas Pendapatan Daerah Kal:>upaten Bekas, 

Pasal 4 
- 

(2) UPTD Pendataan dan Penagihan Paja~ Oaeran a,p,mpin oleh seorang Kepsta 

UPTO yang berkedudukan di bawa,1 dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Oinas Pendapatan Oaerah Kabupaten Bekas1 melalui Sekretans Dinas. 

Bagian Kedua 
Tugas Pokok 

111 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendataen dan Penagihan PaJal< Oaeran yang 
setanjutnya dalam Peraturan ini orsebut UPTD Peodataan dan Penagihan Pajak 

Daerah merupakan Unit Pelaksana Tekn,s O,oas Pendataan dan Penagihan 
Pajak Daerah yang metaksanakan sebagian keg,alan teknis operasional dan 

kegiatan teknis penunjang Dinas Pendapatan Daerah di wilayah ke,janya 

8AB Ill 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Ragian Kesatu 
Kedudukan 

Pa$alJ 

1 Kecamaian C,karang Sela13n 
2 Kecamalan Crkarang Sarai 

3 Kecamaten Setu 

4 Kecamatan C1karang Pusat 

5. Kecamatan se,ang Baru 

6 Kecamatan Crbarusah 
7 Kecamatan Bojong Mangu 

G UPTD Peodataan dan Penag,han Pa,a, O.ae,ar. \"Raya" 111 mel,pu~ w•ayaa 
~et]3 



(2) Bagan Struktur Orgamsasi UPTO Pendataan dan Penaglf>an PaJak Oaerah 
sebagairnana tercantum dalarn t ampiran Peraturan ,m 

( 1) Orgamsasi UPTD terdm dari · 
a. Kepala UPTD; 
b. Kepala Sub Bagian Tata usana. 
c. Pelaksana T eknis 
rt. Kelompok Jabatan Fungs;onat · 

- Bagian Kedua 
Susunan Qfganisas1 

Pasa17 

Organisasi UPTD Pendataan can Penagihan Pajak Oaerah terdiri dari unsur-unsur · 
a Pimp;nan adalah Kepala UPTD Pendataan dan Penaglhan PaJak Oaeran, 
b. Pe!aksana Administrasi adalah Sub Bagian Tata Usaha. 
c Pelaksana Teknis 
d Kelompok Jabatan Fungsional 

BAS Ill 
ORGAMSASI 
Bag,an K=tu 

Unsur-unsur O<ganisasi 
Pasal6 

d Pelaksanaan tugas lain yang dibenkan oleh Kepa•a Oinas sesuai <!engan IUgas 
dan rungsinya 

dan Bangunan sesuai den~an lingkup tugc1snya: 

e Pernoinaan dan pelaksanaan tugas sesuai denga, lmgkuo tugasnya: 

D 

a 

Un!\.ltt menyeJenggarakan iugas pckok sebagaimana dimaks.ud pada Pasa• ,s 

Peraturan ini UPTD Pendataan dan Penagihan PaJak Daerah mampunya• fungs1 

Penylapan bahan perurnusan kebijakan tekrns Pendataan don Penagihan PaJak 
Oaerah lamya dan Pajak Bern, dan Bangcnan sesuai dengan l:ngkup tugasnya 

Penye1en9garaan sebaglan kag1atan teknis coerasonal dawatau te!lrns 
penunjang Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah Lainnya dan Pa1ak B~m, 

Ba~.an Ke11ga 

Fungsi 
Pasal5 



I. Membuat laporan hanan. mingguan. buranan tmvulan perkemoangan 
penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB t;ui<u 1. 2 
dan 3 xepaoa Kepala Oin'ls Pendapatan Daerah; 

m. membuat dan menyampaikan laporan hanan, mingguan. bulanan. tnwu!an 
target realisasi pene<ima PBB berdasarkan Oaftar Hrnpunan Ketetapan 
Pajak (DHKP) Buku 1, 2 dan 3 Kepada Kepata Dmas Pendapatan Oaerah 

n melaksanakan pembinaan operasionat Penagihan PaJak Bumi dan 
Bangunan sesuai dengan rencana keg1atan UPTD; 

a menyusun program kerja dan rencana keg:atan UPTD Pendataan dan 

Penagihan Pajak Daerah, 
b. menyusun dan mengkoordinasikan rsncana program Penctataan oan 

Penag,han Pajak Daerah di wilayah kerjanya; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, 

d. membagi tugas kepada bawahan: 

e. memb1mbing pelaksanaan tugas kepada bawahan : 

I. merneriksa dan menyempurnakan hasll kerja bawahaff 

g. mengkoordinasikan penyusunan usutan anggaran UPTD· 

h. membuat pedoman dan petunjuk teknis dan admrmstrasi sesuar c!engan 
rencana kegiatan UPTD Pem,ataan dan Penagioan Pa1ak Daerah 

,. melaksanak~n pendampingan kegiatan pemla,an Nilai Jual Ob,ek f-'a!ak 
Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) yang d1lakukan ote~ Bldang Pa1a< 

Bumi dan Bangunan; 

l· melaksanakan penyampaian Surat Pemberitahsan Papk Terhutang (SPPT) 
Pajak Bumi dan Bangunan bsrdasarkan Da~ar H,mpunan Ketetapan PaJak 

- (DHKP) Buku'·t, 2, dan 3; 
x. Melaksanakar, penaqiban PBS berdasarxen Daftar Himpunan Ketetapan 

Pajak (DHKP) Buku 1. 2 dan 3; 

21 Ura,an tugas dari Kepala UPTD Pendataan daa Penag1han Pajak Daerah: 

11 Kep3:a UPTD Pendataan dan Penagihan Paia~. Daerah mempunya, tugas 

ookok memimpin penyelenggaraan tugas dao fungs, UPTD sebagaimana 

tsrcantem dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan ini. 

Bag,a" ><e,ga 
Uraian Tugas unsur Orgamsas1 

Paragraf 1 

Kepala UPTO 
Pasal8 



(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat :11. Sub 

Bagian Tata Usaha mempunyai lungs,: 

pengelplaan surat menyurat dan kea,s,pan. 

pengelolaan administrasi keuangan. 
pengelolaan adrntnistrasi p«rtengl<apan dan kerumahtanggaan 

pengelotaan administrasi keoeqewaian. 

penyusunan rencana dan program kerja seta pelaooran; 

pelaksa~aan 1Ugas-1ugas lain yang d1berikan oleh kepala UPfO . 

- a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
' •• 

Paragraf 2 

Sub Bagi&n T ala Usaha 

Pasa19 

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengetclaan 

surat menyurat urusan keuangan, rurnah tangga dan pertengkapan. 

pengelolaan administrast kepegawa,an. penyusunan rencaoa dan program kerja 

serta pelaporan. 

o meiacsanaken pencataan ootens. caa- oaerah iatnnya 

p menyampa1.1<.an SJrat Ketetapan Paiak Oaerah (SKPDJ untUiC keteiapan 
paj(lk office assestmem: 

q menyampaikan surat teguran Tagihan Tunggakan Paj.ak Dae.rah un1uk 1en1s 
pa)ak 1-hburan dan Res!oran. 

r rnembuar dan menyampaikan laporan hanan. mmgguan. bulanan. dan 
mwulao has1t psodataan ,otensi paplk daerah. dan reahsasi pembayaran 

pajak daerah: 

s Melakukan pengamanan dan pemehharaan barang milik daerah d1 lmgkup 
UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah; 

t. Melakuk- .. ~emb1naan kegiatan ketatausahaan di hngkungan UPTD. 

u Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional. 

v. Mengusulkan sarana dan prassrana kerja sesuai dengar. kebutuhan: 

w. Memmuskan permasalahan dan upaya pemecahar.nya; 

x. Membuat laporan hasit pelaksanaan IUgas: 

y. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petu11juk atasan. 



g menyusun bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD 

h melaksanakan petayanan kebutuhan barang UPTO. 

memelihara serta mendayagunakan sarana dan prasarana, 

I meraksanakan pengumpulan. pengo!ahan oata dan kearsipan; 

x. melaksanakan adrninisfrasi barang inventans: 
I. mengisi lembar kartu surat masuk oan menyampau<:annva J(epoda etasen 

sebagai bahan pertimbangan. 

m memberi nomor, menggandakan dan cap surat keluar sesuai dengan 

kebutohan dan ketentuan: 

n. mengisi lembar kartu surat keluar dao mencatatnya pada agenda surat 

keluar; 

o. m~nyiapkan tanda terima surat atau barang cetakan yang akan dikinm 

p, menyerahkan surat atau barang mveraans can buku ekspe<l1si, 

q. memeriksa buku ekspedisi atau surat tanda terima yang suciah drtanda 
tangani sesoal alamat surai: 

r. rnenvusuo dan menyimpan surat atau bara.r:g inventaris ke dalam tempat 
yang sudah diten!ukan sesuai dengao jenis dan sifatnya; 

s. menyiapkan berkas usutan kenaikan pangkat cuti. ijin / lugas belajar. gap 
berkala dan pensiun. 

t. menyampaikan informasi kepada pegawai o, lingkungan unit kerja UPTD 
yang akan mengajukan usulan kena,kan pangkat, cut, iin I tugas bela1a1, 
ga!i oerkata dan oeosnm: 

u. menyiapkan usutan kenaikan pangkat cut, •Jin I tugas belajar. gaii berkala 
dan pensiun; 

v. memouat laporan absens: harian, mingguan <fan buianan. 

3; Tata usana c,a;.arn menye~ngga-raorar; tug.as oc-o .. den t-.mg_s: 56t>agai~·,H;;~a 
dtt,1akSU<I pada aya! (1) dan ayaH2) mempunya, ura.an tugassebaga, berd<ut 

a menyusun usulan rencana angga,an UPTD. 

b mempela1ari dan menelaah peraturan pcru~dang-undangan di bidang 
tugasnya, 

e mempelajan pedoman dan petunjuk tel<nis serta administraSi dt bidang 
perencanaaa, keuangan. kepegawa,an, utusan umurn dan sarans 

d melaksanakan konsultasi sesua- lmgkup tug&snya 

e mengendalikan surat-surat dan konsep naskah dinas d1 l,ngkuogan UPTD 

f mef"lyusun kcnsep admmistras. can pelaksa.r,aan pembinaa.n 
kepegawaian; 



BAB IV 

TATA KERJA 
Paragrai 1 

um urn 

Pasal 11 

fl) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan rungs, UPTD merupakan satu kesatuan 
yang tidak dapat dipisahkan. 

(51 Jurnlah pelaksana jabatan fungsional sebagaimana d1"1aksud pada aya, (1). 
disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerJa. 

14) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagamana tersebut pada ayat (1), diatur 
sesuar dengan peraturan perundang-undangan yang berla>.u 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksu<f paca ayat (2). 
Kelompok Tekms/Jab<ltan Fungsional bertanggung jawab kepada Kecala OiPas 
melalu, Kepala UPTD 

(2 Kelornpok Teknis/Jabatan Fungsional Pendata<1,, dan Penaqman P~1ak Oaeran 
mempunyai t~.;as pokok : 
a Melaksanakan penyusunan program kegiatan penilaian Nilai Jual Objek 

Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) bersama dengan Seksr 
Pendataan dar, Penila1an pada B1dang Pa1ak Esurru dan Bangur.an. 

b Melaksanakan kegiatan bidang Tekrus Operas-ona dan teknis pei>unjang 
Pendataan dan Penagihan Pajak Oae•ah Lainnya dan Paja> Bu-n• dan 
Bangunan Pedesaan dan Per1<otaan. 

' Kelcmpok Jabatan Fungsional terdiri atas Kelcmpok Jab<ltan Fungsional 
Pendataan dan Penagihan Pajak Oaerah dan jabatan fungsional lainnya yang 
d1atur berdasarkan peraturan perundaog-undangan yang berlaku 

w menyusun i<onsep!aporan reansas, a·-igg~ .. an UPTO 

, mengumpuJkan bahan reausas anggaran UPTD 

, me"ta~s.ana'can tugas ked1n-asan lainnya sesuai perintah atasan, 

z. metapori<an hasil pe!aksanaa.n tugas kepada atasan 

Paragrar 3 
Kelompok Jabatan Fungs,onal 

Pasa, 10 



• 

Paragraf 4 

Hal Mewak,, 
Pasat 14 

11) Dalam hal Kepala UPTO berl,alangan Kepala L'PTD dapai rnenun1uk Kepala 
Sub l:lagian Tata Usaha . 

{3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampa,a::nya 
berpedoman kepada ketentuan peratu,an yang berlaku. 

- 
(2) Dalam menyampaikan taporan kepada atasan. ternbusan lapo,an d,sampaikan 

kepada Saluan Kerja Perangkat Oaerah lain yang secara fungoonat mempunya1 
hubungan ketja 

i1) Kepala UPTO wajib rnemberil<ar. laporan tentang pelaksanaan tugas pol(ok <Ian 
fungsinya xepaos Kepala Dinas 

Paragraf 3 
Pelaporan 

Pasal 13 

'2) Kepala UPTD mendapatkan pembmaan tekn,s operasicnal dan kepala bodar,g 
sesuai dengan b1daag tugasnya 

!3) Kepala UPTO wajb berkoordinasi dan bekeria sama dengan bidang Pa1ak 
Daerah Lainnya dan bidang Pajak Bumi dan Bangunan (P8f!.P2) sesuai 
dengan batasan tugas dan kewenanganya 

(1) Kepata UPTD ber:anggung jawab kepada Kepala Oinas mela!u• Sekretaris 

Dinas. 

Paragraf 2 
Hubungan Kerra 

P~sal 12 

2J Da!am me!a'<sanalcan tugasnya Kepafa UPTD Ke?afa Suo Bagu,• ~ ata usa~a 
dan Ke.lomp.c,k Jaeaian Fungs1on3 v ... aj b menerapxan OfiOSfP i(QO(dmas1. 
u1tegtast dan sirrkrorasast dengan b,dang PaJak Daerah La nnya dan bodang 
Pa1ak Bum, dan Banquaan (PBB-P2) sebaga, banan laporan pertanggur,g 
jawaoan kepada Kepafa Oinas melalui Sekretans Omas. 

3) Kepala UPTD wajib mengkoordinasikao, memoorikan btmbiagan dan petunju1< 
petaxsanaan tugas serta pengendalian ~e;,ada para oetaksana 



'"ial-hal yar.g belum cukup diatur dalam Peraturan 1ni sepanjang mengenai teknis 
pefaksanaannya diatur dan ditetapkan leb1h lanjot oleh Kepata Dmas 

Pasal 18 

Z>ada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pera1u1an Bupab Nvmot 23 Tahun 
2011 tenteng Pembenrukan Unit Pela<sana Teknis Omas Penoataan dan Penagihan 
0aiak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Pe:,gelolaan Keuangan dan aset 
K"l>ur atcn Bekasi setta petunjuk pelaksanaanya cicabut dan dmyatakan fidak 

eertaku Jagi 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

BABVI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 16 

Pembiayaan UPTO bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
l(.a,0upaten Bekasi, 

3 Ketentuan-ketentuan lain mengena, kepegawa,an diatur berdasarkan peraturan 
perundang-undanqan yang berlaku 

2 Kepala UPTD wajib melaksana!<an pembinaan pegawai sesuai peraturan 
p,,rundang-undangan yang berlaku 

Kepala UPTO dan Kepala Sub Bagian Tata Usaaa d1angkat dan dlberhenbkan 
oleh Bupaf sesuai dengan peraturan perunda'lg~undangan yang berlaku. 

• 

BABV 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 15 

(2) Da.Jarr. ha' Kepa!a Sub Bag.an Ta~ Usan:a DQr1,ata11gan ma:i<R ~ecata uoTo 
dapat arwa,ult o!eh Ke-lompoK Jatc:uan Fu!lgs,,:ma sescar dengan tldan,gnya 



/ tlASANAH YASIN 

' tl /1 HJ. 

"' /"BUPATI BEKAS! ;f 

Ortetapkan d1 C,karang Pusat 
oacJa tanggal 27 iCl.ff·1r 2015 

Agar setiap orang mengetahuinya. memermtabjcan ~engunda.ngan Pera!uran BupatJ 

«u dengzn penempatannya dalam Benta Oaerah Kabupaten Bekas• 

Per turan Bupati ini mulai berlaku pada tangsal d1undangkan 

PaS3119 


